
GUB:E:RNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: Gj \~ jB.V/HKj2012 

TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG
 
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT
 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 

NEGARA (APBN) j DEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
 
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012
 

GUBERNURLAMPUNG,
 

Membaca	 Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor: 
930j086/III.13/A.2j2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal Usulan 
Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 
2012; 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012 pada Dinas 
Perkebunan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari 
segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud 
sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga 
(RKA-KL) yang bersangkutan; 

b.	 bahwa Pejabat /Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat / 
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjukj diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ 
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, 
dipandang perlu menunjukj mengangkat Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pernbuat Komitmen), Pejabat yang berwenang meriguji dan 
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menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan menetapkannya dengan 
Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pernerintahan Daerah 
Kabupaten ' Kota; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagairnana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi 
Lampung; 

Memperhatikn:	 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen 
Keuangan Nornor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS 
PERKEBUNAl\: PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012. 

KESATU	 Menunjuk Pejabat./Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
pangkat sebagaimaria tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 
8, dan kolom 9 ee.bagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama 
program/ kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 
Lampiran Keputusan ini. 
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KEDUA
 

KETIGA 

KE~MPAT 

KELIMA 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a.	 bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kernenterian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu; 

d.	 menyampaikan laporan bulanan selambat-Iambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g.	 wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat dapat diketahui: 
1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas 

anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

2.	 jumlah uang/ dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaanjperkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangaE;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrakj 
spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan 
dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional 
selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 
1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

J.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan 
aset Pemerintah Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat 
Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan 
bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada ~3atuan Kerja serta: 
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KEENAM 

KETUJUH 

a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 217 /KMK.03 /1990 tanggal 22 Februari 1990 
tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 
tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta 
memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Departemen Keuangan Nomor : 606/ AMK.06/2004 tanggal 28 
Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
2005; 

b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas; 

c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan 

d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran; 

J	 jumlah uang/dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaany perkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit /bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya. 

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas 
Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, yang 
ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 
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KEDELAPAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPAj tidak sesuai dengan nama 
yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tinclakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Be1anja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana 
ditetapkan dan tercanturn dalam Lampiran Keputusan ini. 

KESEMBILAN	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai 
dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ?-? J::J.- - ?-o\'d 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Tembusan: 
1.	 Ketua BPK RI di Jakarta; 
2.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
3.	 Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
4.	 Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)
 

Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 
6.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
7.	 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
8.	 Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
9.	 Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
10.	 Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Larnpung; 
11.	 Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung: 
12.	 Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung. 
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LAMPIRAN	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI ~o IB.V/HK/2012 
TANGGAL :?-} FEBRUARI 2012 

DAFTAR NAMA - NAMA PCJABAT/PNS YANG D1TUNJUK SEBAGAI KUASA PENCiGUNA ANCiCiARAN, PEJABAT
 
YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENCiAKIBATKAN PENCiELUARAN ANGGAR!\N BELANJA (PEJABAT
 
PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENCiUJI DAN MENANDATANCiANI SURAT PERINTAH
 

MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBNIDEKONSENTRASI PAD/\ DINAS PERKEBUNAN
 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN J\NCiGARAN 2012
 

SURAl PE.lABAr YANG 
PENGESAIIAN BENDAHARAMAlA PROGRAM KEGIAIAN KETERANGAN 

NO. 
DANA (Rp) PE.lABAT PEMBLJAI BERWENANGKUASAPFNGGUNA 

DAFTAR ISIAN pENGELlIARAN
 
PELAKSANAAN
 

ANGGARAN ANGGARAN MENGLIJI DANKOMITMEN 
MENANDATANGANI
 

ANGGARAN
 SPM
 
2
 93 4 6 7 85 

(018)60971018-05.3. Dinas Pcrkebunan 
01/07/2012 

I. Ir. Hanan A. Rozak. MS 1.932.730.000.­
(05) Provinsi Lampung. 

9-12-2011 
NIP. 19601225198503 1012 

( 12) Pembina Utama Madya (IV/d) 
( 129(72) Kepala Dinas Pcrkebunan
 

Provinsi l.ampung.
 

1.1. 16097/018-05.3. 018.05.08. Widiyanlo. SE Dinas Pcrkebunan Program Peningkatan Ir. l-l.BarnbangG. Ir. Hanan A. Rozak. MS Ir. Revi Akrnal Yudha1.932.730.000.­
01/07/2012 Pro.Iuksi. PmJllklifilas Jail 
Y-11-1UII I Mutu I anaman Perkcbunan 

Berkclanjutan 

I.I.L 16097/018-05.3 018.05.08 Dukuugan Perlindungan 
01/07/2012 1779 Pcrkebunan 
9-12-2011 

1.1.2. I 6097/018-05.3. 018.05.08. Dukungan Manajemcn dan 
01/07/2012 1780 Dukungan Teknis Lainnya 
9-12-2011 Ditjen Pcrkebunan. 

(018)2. 5050/018-07.1. 
01/07/2012 (07) 
9-12-2011 (12) 

______-----"L-_(_12_')_0-_"~_,i J 

NIP. 19570110 Provinsi lampunp. 
l'cmhina lIlama Madya (IV/d ) NIP. 19650331 NIP. 19590926 I98603 I OLJ6 
NIP. 19601225198503 I UI2 Putra. M. EI' Sumady, MS 

II)n-'f\') 1 nn-' 1 no 1r\') 1 f\n ..... n,~~~." 1'1 T 1111/-,1\I V,-" ....... ...."I .. r\:.-.."" Fj ......I· ""....... n ..... ~ ...
 
170'-t\.l_J I "-'\I~ 1 '-'Ulna I 1\.. I "I JI/ U)l'\. .... l-'UIU UIIIU..:l 1 \..-1C\..... UUllllll l 77_"-'_' I \.J\1J 

Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a) Provinsi Lampung. 

Dinas Pcrkebunan 
NIP. 19601225198503 1012 

Widiyanto. SE Ir. l l.Bambang G.376.750.000.- Ir. l lanan A. R07ak. MS Ir. Revi Akrnal Yudha 
NIP. 19570110 Provinsi l.ampung. 

Pembina Utama Madyu (IV/d) 
Sumady, MSPutra, M. b~P 

198603 I 006 
Kepala Dinas Perkebunan 

NIP. 19650331 NIP. 19590926 
Penatu Tk. I (III/d) 

Provinsi Lampung. 
199303 1 003 198403 I 002 

Pembina (IV/a) Pembina Tk. I (IV/b) 

Widiyanto, SE Dinas Perkebunan 
NIP. 19601225198503 1012 

Ir. Revi Akmal Yudha Ir. H.Bambang G.1.555.980.000.­ lr. Hanan A. Rozak. MS 
NIP. 19570110 Provinsi lampung. 

Pembina Utarna Madya (IV/d) 
Putra. M.EP Sumady, MS 

198603 1006 
Kepala Dinas Perkcbunan 

NIP. 19650331 NIP. 19590926 
Pcnata Tk. I (IlIId) 

Provinsi l.arnpung. 
199303 1 003 198403 I 002 

Pembina (IV/a) Pembina Tk. I (IV/b) 

Dinas Perkebunan 
NIP. 19601225 198503 1012 

1.584.500.000,- I Ir. Hanan A Rozak, MS 
Provinsi Lampung. 

Pembina Utarna Madya (IV/d) 
Kepala Uina~ Pcrkchunan I I

Ll	 r 
_______P_ro_v_insi Lampung. l	 1 --'--- -'- -----" 
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10 -I 3
 4
2
 6
 7
5 
018.0710. Program Peningkatan Nilai 5050/018-07.3. lr. l lanan A. Rozak, MS2.1. 1.584.500.000.- Ir. De'nini. M.EP 

01/07/2012 Talllbah. Daya Saing. Nil'. 19601225198503 1012
 NIl'. 19621209
 
9-12-2011
 lndustri Hilir. Pcmasaran Pembina Uiama Madya (IV/d) 198803 2 005
 

dan Ekspor Ilasil Pertunian
 Kepala Dinas I'crkebllnan Pembina (IVla) 
Prov insi l.ampung. 

018.0710.5050/0IS-073. Pcngcmbangan Mutu clan 610.000.000.- Ir. Hanan A. R07<l". MS Ir. Desnini. M.Ep

I 01/07/2012 

2.1.1. 
178~ Standarisasi NIP. 19601225198503 I 012
 NIP. 19621209
 

9-12-20 II
 Pembina Utama Madya (IV/d) 198803 2 005
 
Kepala Dinas Pcrkebunan
 Pembina (IV/a) 

Provinsi l.arnpung. 

~ 018.0710. Pengcmbang.m Pernasaran 5050/018-07.3. IO:UOOOOO.- Ir. Dcsnini, MEl' 
01107/2012 

II'. Hanan A. Rozak. MS 
178~ Dornestik NIP. 19601225 198503 I 012
 NIP. 19621209
 

9-12-20 II
 Pembina Utama Madya (IVIll) 198803 2 005
 
Kepala Dina, Perkebuuan
 Pembina (l Via) 

Provinsi Lampung. 

018.0710. Peugembangan Usaha dan ~ 17.500.000.- Ir. Hanan A. Rozak. M'; Ir lic-nini. M FI' Ti j I!:'WO 18-07.J 1791
01107/2012 Investasi NIP. 19601225 198503 1012
 NIP. 19621209
 
9-12-2011
 Pembina Utarna Madya (I VId) 198803 2 005
 

Kepala Dina, Pcrkebunan
 Pembina (IV /a) 
Provinsi i.ampung. J 

01S0710. Pcngcmbangan Pcngolahan 2.1.4. I 5050/0 18-07 ..1. 653.500.000.- Ir. Ilanan A Rozak. MS Ir. Dcsnini, MEl'T 'r I 1792
 Hasil Pertanian NIP. 19601225 198503 I 012
 NIP. 19621209
I 01107/2012 1
I i)·1220 II I
 Pembina Utuma Mudya (lV.d) 198803 2 005
I I
 I
 
Kepala Dinas Perkebunan l-embma (I Via) · 

I
 I
I IVVIlI..:lI L/(.UI1I'Ulleo 

Ir. Hanan A Rozak. MS
 
NIP. 19601225 198503 I 012
 
Pembina Utarna Madya (IVIll)
 

Kepala Dinas Perkcbunan
 
Provinsi Lampung.
 

Ir. Hanan A. Rozak. MS
 
NIP. 19601225 198503 1012
 
Pembina Urania Madya (IV/d)
 

Kcpala Dinas Pcrkebunan
 
Provinsi Lampung.
 

Ir. Hanan A. Rozak. MS
 
NIP. 19601225 198503 I 012
 
Pembina Utarna Madya (I V/d)
 

Kcpala Dinas Pcrkehunan
 

, I
 

-505 I/()18-08..1. Ol~ 72101-<500001 
01/07/2012[-3 08 
9-12-2011 12
 

120068
 

o18.0~.11. Program Penycdiaan dan 5051/018-08.3.3.1. 721.155.000. 
01/07/2012 Pengcmbangan Prasarana
 
9-12-20 II
 dan Sarana Pertanian 

018.0~.11.5051/018-08.3. Dukungan Manajerncn dan 3.1.1. 616.155.000. 
01/07/2012 1797
 Dukungan Teknis l.ainnya
 
9-12-2011
 Ditjcn Prasarana dan 

Sarana Pcrtan ian 
_I !'ruvln,i LlInpuug. I [ I ~ I
 

8 
lr. H Bamhang G.
 

Sumady. MS
 
NIP. 19590926
 
198403 I 002
 

Pembina n. 1(IV/b )
 

Ir. I I. 8811llxlI1g G.
 
Sumady. MS
 

NIP. 19590926
 
)98403 I 002
 

Pembina Tk. I (IV/b)
 

Ir. H.Bambang G.
 
Surnady. MS
 

NIP. 19590926
 
198403 I 002
 

Pembina Tk. I (l V/b)
 

II'. l l.Barubauu G.
 
Sumady, MS
 

NIP. 19590926
 
\98403 I 002
 

Pemhi IHI Tk. I 0 V/h)
 

II'. llBambang G.
 
Sumady, MS
 

NIP. 19590926
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NIP. 19590926
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Pembina Tk. I (IV/b)
 

Ir. H.l3ambang G.
 
Sumady, MS
 

NIP. 19590926
 
198403 I (Xl2
 

Pcml-in« 1'1 ! (lVIh\ 

9 
Zulyani 

NIP. 1')590705
 
1985032002
 

Pcnata Muda n. I
 
( Ill/h) 

I.ulyani
 
NIP. 19590705
 
1985032002
 

Pcnata Muda ri. I
 
(II lib)
 

Zulyani
 
NIP. 1951J0705
 
1985032002
 

Penata Muda Tk. I
 
(lllIb)
 

j,ulyani
 
NIP. I<J590705
 

198503 2002
 
Penata Muda Tk. I
 

Olllb)
 

ZlIlyani
 
NIP. 19590705
 

198503 2002
I
 
'I Pcuatu t\lud~llk. I
 

Suratmi, BA
 
NIP. 19591124
 

198303 2003
 
Penata (lllle)
 

Suraimi. BA
 

I NIP. 19591124
 
198303 2003
 
Penata (lll/c)
 

Dinas Perkebunan
 
Provinsi l.ampung.
 

Dinas Pcrkcbuuan
 
Provinsi Lampung.
 

Dinas Perkebunun
 
Provinsi l.ampung.
 

Dinus Pcrkcbunan
 
Pro" insi l.ampung.
 

Dinas Perkcbunan
 
Provinsi l.ampung.
 

Dinas Pcrkebunan
 
Provinsi Larnpung.
 

Dinas Perkcbunan
 
Provinsi Lampung.
 

Dinas Perkebunan
 
Provinsi Larnpung.
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-
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Ir. Nur Choiriyatun Saroh
 

NIP. 19580807
 
198503 2 004
 

Penata n, I (l Ilid)
 

Ir. Nur Choiriyatun Saroh
 
NIP 19580R07
 
198503 2 004
 

Penata Tk. r (II lid)
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f'II, 505110 18-08.3. 01808.11. fasilitas I'upuk dan II'. I l.Barnbang G. Sunumi, BA Dinas Pcrkcbunan
- ­

30.000.000.­ lr. Hanan A. Rozak. MS lr. Nul' Choiriyatuu Saroh 
3993
 Pcstisida01/07/2012 Sumady. MS NIP. 19591124
 Provinsi Larnpunp.NIl'. IQ601225 198503 1012
 NIP. 19580807
 I
 

I
 9-12-2011 198303 2 ()(U
 Pentbina Utama MaJya (IV/d) NIP 195')0926148503 2004
 
Pcnata (III/c)Kopala Dinas Perkebunan Peuata rs. I (III/d) 198403 1 002
I
 

I
 Pembina u. [ (IV/h)Provinsi l.ampuug. J 
018.0811. I Dinas Pcrkebunan I
5051/018-08.3. Pclayanan Pcmbiayaan 75.1100.000.­ Su ratm i. BA 3.1.1. Ir. Hanan A. R\l/ak. MS II'. Nul' Choiriy.uun Saroh l II'. I l.Bambang G. 

3994
 Pertanian Jan01/07/2012 NIl' 19591124
 Provinsi Lampunu. \NIP. 1<J601225 198503 1012
 NIP. 19580807 I Sumady. MS
 
Pcnpembangan II sahn 1483032003
I 9-12-2011 198503 2 004 I NIl'. 19590926
Pembina Utama Madya (IV /ei) 
Agribisnis Pcrdesaan Pcnara (III!c)Kepala Dinas Perkebunan Pcnata ri. I (II lid) 198403 1002
 I
 
(PUApj Pembina Tk. I (IV/b)I' rov insi Lumpung. 

I
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